KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 019 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUDIN CIBURUY KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan 1Zzin
pendirian /operasional Madrasah;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
tentang Pemberian Perpanjangan lzin Pendirian/Operasional
Madrasah Ibtidaiyah Miftahudin Ciburuy Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

4, Peraturan...



Menetapkan

KESATU

.2-

Nomor 17 Tahun 2010 1;;11.1“;.1
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negari
Sq:[-;iﬂ;tu‘[r;doncsm-Nnml:;? 5150) 5cb§|_guimumt .l(“lﬂll d'll.:-ll)il":
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 ln;t;tll{;
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tu,hun _L‘
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Ft'nd|d1k1.1:|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2.010 Nomor ,I
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madr_aﬁuh
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun _2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lIzin Pendirian Madrasah;

4. Peraturan Pemerintah

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AG
PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN ‘?Zhgﬁ
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
MIFTAHUDIN CIBURUY KABUPATEN LEBAK.

l!:iemberikan pcrpanjangap izin pendirian/operasional madrasah
epada madrasgh sgbagmmana tercantum dalam Lampiran yan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 5
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¢ Pemberian igin  pendiian/operasional  sebagalinnne  dimmbksid
dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila inndrasal yung
bersangkutan melakukan pelanggaran sesusl dongan ketentuan
peraturan perundang undangan,

¢ Keputusan ini mulal berlnku sejak tanggnl ditetaphan,

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 07 Januarl 2021

BPRIAKANTOR WILAYAH
NTBRIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,




.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH WEMENTERIAN AGAMA

PROVIRAD BANTEN
NOMOR 019 TAHUN 2041

TENTANG :
PEMBERIAN ~ PERPANJANGAN LN PENDIRIAN [OPERASIONAL
MADRASAH (HTIDAIYAH MIFTAHUDIN CIBURLTY KABUPATEN LERAK

M MIFTAHUDIN CIHURLY

111236020180




